DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

KLASIFIKAST INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b
Peraturan Gubernur DKJ Jakarta Nomor 175 Tahun 2016
tentang  Layanan  Informasi  Publik, menetapkan
/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik

atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsckuensi;

b. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dituangkan
dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
3059/HM.10.02 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023,
Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta perlu di ubah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik tentang
Klasifikasi informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4744);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah




Menetapkan

KESATU

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun
2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2005) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Dacrah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2007);

8. Peraturan Gubernur Provinsi DK! Jakarta Nomor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor
12117)

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN

STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

¢ Menetapkan Klasifikasi [nformasi yang Dikecualikan Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta scbagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
ini,



KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat
Dacrah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta dalam
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi,
Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku

KEEMPAT ¢ Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januarn 2024

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS

" IBUKOTA JAKARTA

. A
7 BIGHT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKi Jakarta

2. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta




: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Lampiran
Dan Statistik Provinst Dacrah Khusus ibukota Jakarta
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 30Januari 2024

KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DASAR HUKUM
NSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAG! PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN 20 / JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA | DITUTUP
Infi i Pribadi
1 | Data Pribadi Masyarakat a. Pasal 85 Undang-Undang |a. Dapat menimbulkan | Melindung: data dan Terbuka apabila
poada Dokumen Administrasi Nomwor 23 Tahun 2006 penyalahg data | ink i pribadi mendapat
dan database sistem tentang Administrasi inlormasi peibadi penduduk. persetujuan tertulis
informasi yang meliput: NIK, Ke kan; scacorang; dan dari yang
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, |D: Pasal 17 husuf h Undang. | b. Dapat 1kan bersangkutan.
Tanda Tangan, Riwayat dan Undang Nomar 14 Tahun gugatan dari pemilik
; 2 2008 tentang data pribadi yang
ondisi Keluorga
X Anggota ‘ Keterbukaan Inf be K
Riwaynt Keachatan {rekam Publik: dan e
medis), Rekening Bank, Aset, | yndang-Undang Nomor
patan, Hasil ¢ 19 Tahun 2016 tentang
Kapadilitas, intelektualitas Perubahan atas Undang
dan Rekomendasi Undang Nomor 11 Tahun
Kemampuan, Catatan yang 2008 twatang Informasi
berkaitan dengan pendidikan dan Transaksi Elcktronik.
formal maupun pendidikan
2 | Data Pribadi Pegawal dalam  [a. Pasal 85 Undang-Undang ‘a. Dapat menimbulkan | Melindungi data dan Terbuka apabila
dokumen administrasi dan Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
database sistem informasi tentang Administrasi informasi pribadi pegawai, persewjuan tertulis

DASAR HUKUM
INSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
No INFORMASI PENGECUALIAN = JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

yang mediputi: NIK, Alamat, Kependudukan; sescorang; dan dari yang
Sidik Jari, Iris Mata, Tanda  |b. Pasal 17 huruf h Undang- |b. Dapat menimbuikan bersangkutan.
Tangan, Riwayat dan Kondisé Undang Nomor 14 Tahun gugatan daxi pemilik
Anggota Keluarga, Riwayat 2008 tentang Keterbukaan | data pribadi yang
Keseh dis Informasi Publik; dan bersangkutan.

fkauy ) c. Undang-Undang Nomor
?"'"ﬁ"ﬁ"‘ a‘",:‘;::f"' N 19 Tahun 2016 entang
Kapatalitas, Imcl.elmulius Undang Nomor 11 m“;';,
dan Rekomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Catatan yang dan Transaksi Elektronik.
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal,

3 | Data Pribadi Anggota Direksi |a. Pasal 85 Undang-Undang |a. Dapat imblk Metindungi data dan Terbuka apabila
dan Anggota Badan Nomor 23 ‘l‘n_h\.m 2006 ?eny:lul_gurgun.dnu informasi pribadi mendapat
Pengawas/ Dewsan Komisaris g Ad: f pribad pegawai persetujuan tertulis
BUMD/ Perusahaan Kependudukan; sescorang; dan dari yang

b. Pasal 17 huruf h Undang- |b. Dapat menimbulkan

Patungan dalam Dokumen - v bersangkulan,

e p Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik
Administrasi dan database AN

x S : 2008 tentang Keterbukaan data pribadi yang
sistem informasi yang : g
: Informasi Publik; dan bersangkutan.

Mcliputi: NIK, Alamat, Sidik | Undang-Undang Nomor
Jari, s Mata, Tanda 1% Tahun 2016 tentang
Tangan, Riwayat dan Kondisi Perubahan atas Undang-
Anggota Keluarga, Riwayat Undang Nomor 11 Tahun
Keseh (rek dis), 2008 tentang Informasi
Rekening Bank, Aset, dan Transaksi Elektronik.
Pendag Hasil eval
Kapabilitas, Intelektualitas




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

hasil tes simulasi, hasil

NO INFORMASI PENGECUALIAR JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yang
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

4 | Data Pribadi Anggola Dewan  [d, Pasal 85 Undang-Undang |c. Dapat imbal Melindungi data dan Terbuka apabila
Perwakilan Rakyat Dacrah Nomor 23 Tahun 2006 penyalahg data £ i pribadi mendapat
dalam Dok Adhini W‘&.‘;‘;mn i informasi pgb.di perserujuan testulis

& Ke| ? sescorang; dan
:?&:m";‘:fww NIk, | Pasal 17 huruf h Undang: |d. Dapat menimbulkan ;‘,’2’,‘,‘?;“(”.
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik
Tanda Tangan, Riwayat dan 2008 tentang 3 data pribadi yang
Kandisi Anggota Kelsarga, Wenctadn Intrse Barsangkuran.
Riwayat Keschatan (fekam |7 Ungang-Undang Nomor
medis), Rekening Bank, Aset, 19 Tahun 2016 tentang
Pendap Hasil evaluasi Perubahan atas Undang-

Kapabilitas, Intelektualitas Undang Nomor 11 Tahun
dan Rekomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Catatan yang dan Transaksi Elcktronik.,
berkaitan dengan pendidikan

formal maupun pendidikan

nonformal.

5 | Laporan Hasil Assesment Pasal 17 huruf h Undang- a. Dapat buk Mehindung data dan Terbuka apabila ada
Pegawai, Hasil Konseling Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasé pribadi perintah pengadilan/
Pegawai, Hastl Feedback 2008 entang Kezerbuk 2: dan pegawai. Jembaga
Pegawai (hasil psikotes, hasil | Inf i Publik. b. Dapat menimbulkan pemerintahan secara
tes CAT, formulir wawancara, penyalahgunaan data tertulis,

informasi pribadi

DASAR HUKUM
NSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN ot d JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
asesor mecting, laporan SCSCOTANR.
singkat assesment, laporan
6 | Nama Pengguna Kendarsan | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat babayak Melindungi X Terbuka apabila ada
pada Daftar Kendarsan Dinas | Undang Nomor 14 Tahun keamanan Pejabat Penjabat Pemerintahan. | perintah pengadilan/
Operasional. 2008 g Keterbuk Pemerintah lembaga
Informasi Publik. pemerintahan secara
tertulis.
7 | Surat Keterangan d. Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat imbulk: Melindungi daia dan Terbuka apabila
Pemberhentan Penghasil Undang Nomor 14 Tuhun | penyalabgunaan data informasi pribadi. mendapat
(SKPP). 2008 tentang F informasi pribadi persetujuan tertulis
Keterbuknan Informasi sescorang. dari yang
Publik; dan bersangiutan.
¢. Pasal 17 hurufi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik.
8 | Dokumen Hasil Tes &, Pasal 17 huruf h Undang- |¢. Dapat buka a. Melindungi data dan | Terbuka apatia
Peminatan dan Motivass Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
dalam rangks proses usulan 2008 tentang seseorang; dan pegawai; dan persetujuan tertulis
gk dalam Jab Keur:uknn Informasi d. )i.:$| gungkar b. Meng; kan p dari yang
pengangs Publik: il evalunss/seheksi peny
¢ b, Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan kebijakan dalam i,
Tahun 2014 tentang kapabilitas, rangka porses usulan
Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan pengangkatan dalam
<. Pe Pemerintah Y dasi jabatan Fungsional.
Nomor 17 Tahun 2020 b F




DASAR HUKUM
EKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN e / JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
tentang Perubahan atas scscorang dalam
Peraturan Py intah Igka proses usul
Nomeor 11 Tahun 2017 pengangkatan dalam
tentang Manajemen Jabatan Fungsional.
Pegawai Negeri Sipil; dan
d. Peraturan Menteri
Negara dan Reformass
Birokrasi Nomor 13
Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawni
n 5
9 | Nilai basil ujian Peyesuaian | a. Pasal 17 huref h Undang- | a. Dapat buk a, Mclindungi data dan | Terbuka apabila
[jazah /Peningkatan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
Pendidikan dan Ujian Dinas. 2008 tentang seseorang dan pegawai; dan persetujuan tertuls
Keterbukaun Informasi b, Dapat mengungkap b. Mengamankan proses | dari yang
Publik; . evaluasi/ peny bersangkutan.
‘b, Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan kebijakan.
Tahun 2014 tentang kapabilitas,
Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan
dan rekomendasi
<. Peraturan Pemerintah kemampuan
Nomor 17 Tahun 2020 SCSCOTUNg.
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

DASAR HUKUM
NSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN - s JANGKA WAKTU
INFORMAST DIBUKA DITUTUP
10 | Dokumen pelaksansan Uji a. Pasal 17 huruf b Undang- | 8. Dapat mempengaruhi | a. Menjaga objektifitas . Terbuka Sampai
komgpetensi untuk esclon 2, Undang Nomor 14 Tahun keputusan yang pengambilan Surat Keputusan
terdiri dari: 2008 tentang diambil oleh keputusan oleh Pelantikan
1) Surat undangan tim :‘:‘;hfr-‘h‘" Informasi PR / pejab B ka pejab ditetapkan; dan
aps = N 5 rkait; P
» e i""‘i o panitia |- Undang Undang Nomor § | b. Dupat mengungksp | b. Melindung data dan B T""“t"“ :"'b"‘
> Tahun 2014 tentang hasil evaluasi/selekss inf é pribadi P
seleksd beserta p 5 persetujuan
tampi 2 Aparatur Sipil Negara; 1erkait dengan pegawsai; dan lis dars
PaMInys; 2 dan kapabilitas, c. Mengamankan proses Sextuls cari yang
3) Nota dinas laporan hasil |, pecaruran Pemerintah intelektualitas, dan penyusuUnan bersanghkutan.
uji kompetensi (jobfig Nomor 17 Tahun 2020 rekomendasi kebijakan,
Jabatan Pimpinan Tinggi tentang Perubahan atas kemampuan
Pratama; Peraturan Pemerintah & dan
4} Surat usulan/laporan ke Nomor 11 Tahun 2017 ¢. Dapat membuka
Komisi Aparatur Sipil tentang Manajemen informasi pribadi
Negara oleh Gubernur; Pegawai Negeri Sipil. seseorang

5] Surat rekomendasi dari
Komisi Aparatur Sipid
Negara kepada Gubernur;

6) Draft SK Pengangkatan,
Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

7) Undangan Pel




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
11 | Dokumen Mutasi Pegawai a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Mclindungi data dan | Terbuka apadila
dar Luar Pemerintah Provinsi Undang Nomor 14 Tahun Informasé pribadi informasi pribadi mendapat
DK Jakarta ke Pemerintah 2008 tentang £ sesCorang; PERAWAL; persetujuan tertulis
Provinsi DX! Jakarta, terdiri Keterbukaan Informast b. dapat mengungkap b Mengamankan proses | dari yang
i Publik; hasil-hasil cvaluass peny bersangkutan,
1) Surat usulan mutasi b. Undang-Undang Nomor § hub dengan kelizak
bescrta lampirannya Aparatur Siph Nogare; | intelcktuaias dan
2 :I::\L:uu Tes Psﬂtoloﬁ : :::‘ -~ ::kommdad
WATCRN, i R turan Pemerin emampuan
3) Hasil Nilai Tes Substantif; Nomor 17 Tahun 2020 mmpn:, dan
4) Berita Acara rapat tentang Perubaban atas | ¢, Dapat menimbulkan
penentuan hasil mutasi; Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data
§) Surat usulan mutasi ke Nomor 11 Tabun 2017 pribsedi sescorang.
BKN dan Kemendagri tentang Manajemen
beserta Mmpirannya; Pegawai Negeri Sipil.
&) Draft rencana pencmpatan
pegawai hasil mutasi; dan
7) Draft SK M pegawai
12 | Dokumen Perpindahan a Pasal 17 hurufl h Undang: | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
Pegawai antar Perangkat Undang Nomar 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
Dacrah di lingkungan 2008 tentang SeSCOrang; pegawai; persetujuan tertulis
Pemerintah Provins DKI Keterbukaan Informasi b, dapat mengungkap | b. Mengamankan proses | dari yang
Jakarta karena kepentingan Publik; hasil-hast evaluasi PenYNSURan bersangkutan.
dinas, terdin dari: b. Undang-Undang Nomor 5 hubungan & kebijak
1) doxvimen usulan dan Tahun 2014 tentang kapabilitas,
data-data pendukung gz;mw Sipdl Negara; ;ﬁm&ml::f:s. dan
mutasi; dan ¢. Peraturan Pemerintah kemampuan
2) draft SK perpindahan Nomor 17 Tahun 2020 sescorang; dan

DASAR HUKUM
NSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAG!I PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN wo o JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
PegAwR tentang Perubahan atas | ¢. Dapat menimbulkan

Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data

Nomor 11 Tahun 2017 pribadi sescorang.

tentang Manajemen

wal Negeri Sipil,

13 | Dokumen Usulan Verifikasi &, Pasal 17 huruf b Undang- | 3. Dapat membuka 4. Malindung data dan | Terbuka apadila
dan Validasi Jabatan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi ml‘omsm pribads mendapat
Pelakaana, terdief dari : 2008 tentang . seseorang; . pegawai; persctujuan tertulis
1) Surat Usulan beserta ::‘:;:“k“" Informasi | b. gmthuilv p | b 2 p dari yang

: g H 7 peny bersangkw
B B il Verval, | B Undang-UndangNomor S | sehubungan dengan | kebijakan, -
s ) Tahun 2014 tentang kapabilitas,
3) SK Penempatan d gnpantur Sipi! Negara; intelektualitas, dan
R n reiomendasi
Jabatan Pelaksana (SK ¢. Peraturan Pemerintah kemampuan
Kepala Perangkat Daerah). Nomor 17 Tahun 2020 sesearang; dan
tentang Perubahan atas - | ¢. Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah ypenyalahgunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi sescorang.
tentang Manajemen
al Ne ipll.

14 | Dok Usulan Eval a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindung ¢ata dan | Terbuka apabila
Kinerja Pegawai Tidak Tetap Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribedi mendapat
terdiri dari ; 2008 tentang . BesCOTAng; : _p‘cgawai: persetujuan tertulis
1) Surat Evaluasi Kinerja mrm Informasi | b. m‘mm" gkap | b, Meng L dori yang

H . v % 14 peny raang] Y
2 mﬂgxhzznmm}.&n b. Undang-Undang Nomor 5 schubungan ij b e
Kincejn Pegawai Tidak Tahun 2014 tentang kapabilitas,
PN Aparatur Sipil Negara; intelcktualitas, dan
Stop: dan rekomendasi




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

xXo INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
c. Peraturan Pe h k P

Nomor 17 Tahun 2020 sescorang, dan

tentang Perubahan atas | ¢ Dapat menimbulkan

P Pemerintah penvalahg data

Nomor 11 Tahun 2017 privadi scseorang.

tentang Manajemen
wai Negeri Sipil,

15 | Dokumen Usulan Formasi a. Pasal 17 huruf h Undang: | Dapat membuka Mengamankan proses Terbuka apabila ada
Kebutuhan Aparatur Sipil Undang Nomor 14 Tahun | inf ip pa kebijakan pengadaa perintah pengadilan/
Negara ( Pegawai Negeri Sipil 2008 tentang . kebutuhan formasi yang | Calon Aparatur Sipil lembaga
dan Pegawai Pemerintah Keterbukaan informasi ditetapkan oleh Negara. pemerintahan secara
dengan Pegjanjinn Kerja | Publilc Kementerian tertulis.
yang meliputi - b. Undang:-Undang Nomor 5 | Pendayagunaan Aparatur
¥ X t Tahun 2014 tentang Negara dan Reformasi
1)’ Surat Usnlan Foerias) Aparatur Sipil Negara; | Birokrasi

beserta lampirannya; dan % S
2} Surat Penctapan Formasi | . peraturan Pemerintah
dari Kemenpan; dan Nomor 17 Tahun 2020
3) Draft 8K Penctapan tentang Perubahan atas
Formasi. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajeren
Wai 13 Sipil.

16 | Dokumen data pribadi Calon | a. Pasal 17 huruf h Undang- | &. Dapat membuka data | Melindungi data dan a. 30 (tiga putuh)
Aparatur Sipil Negara, terdiri Undang Nomor 14 Tahun / informasi pribadi informasi pribadi. tahun;
dari ; ,23&8 r;:nunsl — G bw‘-eo‘mnc. ::u s b. Terbuka apabita
1) Data Administras rbukaan informasi -~ Dapat menl ada perintah

Pelamar: dan Publik; penyalahgunaan data pengadilan
b. Undang-Undang Nomor 5 pribadi sescorang.
2} Berkas Pelamar Calon Tahun 2014 tentan [lembaga
Aparatur Sipil Negara, i pemerintahan

DASAR HUKUM NSEKUENSI/ PERTIMBAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN Ko / e JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Aparatur Sipil Negara, secara tertulis; dan
dan ¢, Terbuks apabila
<. Peraturan Pemerintah mendapat
Nomor 17 Tahun 2020 persetujuan
tentang Perubahan atas tertulis dari yang
Peraturan Pemerintah dersangkutan,
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Wil i Sipil.
17 | Dekumen Penctapan dan a, Pasal 17 huruf h Undang- | 8. Dapat buka data | 8. Melindung: data dan | &. 30 (tiga puluh)
pengangkatan sebagai Calon Undang Nomor 14 Tahun J informasi pribadi informasi pribadi; dan tahun;
Aparatur Sipil Negara dan 2008 tentang _ seseorang b, Menghindari adanya | b. Terbuka apabila
Penetapan pengangkatan Keterbukaan Informasi b. Dapal menimbulkan oknum yang akan ada perintah
Calon Pegawai Negeri Sipil Pubdik; penyalahgunsan data iyalahgunal pengadilan
menjadi Pegawai Negers Sipil b. Undang-Undang Nomor 5 pribadi scscorang; Surat Keputusan [lembaga
3 1 Tahun 2014 tentang dan (penetapan).
Verdtirk dur = Aparatur Sipil Negara; c. Dapat menimbalkan pemerintahan
1) Usulan penetapan Nomor o P . P secara tertulis,
Induk Pegawai / Nomor | ¢ pergturan Pemerintah Surat Keputusan
Induk Pegawad Pemerintah | Nomor 17 Tahun 2020 {penetapan) yang
dengan Perjanjian Kena; tentang Perubahan aws melanggar peraturan
2) Perjanjian Kerga Pegawai Peraturan Pemerintah perundang-undangan.
Pemerintah dengan Nomer 11 Tahun 2017
Perjanjian Kerja | tentang Manajemen
3] P pan pengangh Pegawai Negeri Sipil.
sebagni Calon Pegawai

Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negeri Sipil ; dan
4) Keputusan pengangkatan

bagal Calon Pegawni




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Negeri Sipil menjad:
Pegawai Negeri Sipil,

18 | Dokumen usulan Penerbitan . Pasal 17 huruf h Undang- | 8. Dapat membuka data | Melindung: data dan & 30 [tiga puiuh)

Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Undang Nomer 14 Tahun J informasi pribadi informasi pribadi, n;
Kartu Suami beserta 2008 tentang : SESCOTANG; b. Terbuka apabila
tamplrannya. Kctzgtmhnn Informasi b. Dapat menimbuikan ada perintah
Publik; penyalahgunaan dats pengadilan
. Undang-Undang Nomor 5 pribadi sescorang, /lembaga
Tahun 2014 tentang s
Assaics S Rogrc secara tartulis; dan
. Peraturan Penserintah €. Terbuka apabila
Nomor 17 Tahun 2020 mendapat
tentang Perubahan atas persetujuan
Peraturan Pemerintah tertulis dan yang
Nomor 11 Tahun 2017 bersangkutan,
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipit.
19 | Dokumen fznin Perceraian . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat ghambx a. Melindungs proses a. Terbuka apabila
Aparatur Sipsl Negara, terdiri Undang Nomeor 14 Tahun proses pencgakan penegakan nda perintah
dari 2008 tentang hukum; dan hukum;dan pengadidan
1) Surat Usulan ataw Kthbuknm Informasi b. Dapat g : P b. ~“ dind nig data dan Jlembaga
Pe + i P 3 Publik; rahasia pribadi informasi pribadi, pemerintahan
Dac:ah; b . Undang-Undang Nomor 5 SesLOTANg. secara tertulis; dan

2) Surat Panggilan; mg’;‘w“z':"‘ . b. Terbuka apabila

3) Surat Perintah v gar; mendapat
Mc!.akuknn Pemeriksaan: | . pergiuran Pemerintah persetujuan

4) Berita Acara Nomor 17 Tahun 2020 tertulis dari yang
Pemenksann; tentang Perubahan atas bersangkutan,

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA | DITUTUP

JANGKA WAKTU

$) Surat Laporan Hasil
Pemeriksaan;

6) Surat Keterangan dari
BP4 a1au Relans;

7) Surat Keterangan PM 1
dari Kelurahan atau
Surat Gugatan ke
Pengadilan Agama;

8) Surat Permohonan cerad
vbs ke Kepala Perangikat
Daerah;

9] Bukti Pembinaan oleh

Sipil;

10) Salinan Akta Nikah;

11) Salinan SK Pangkat
Terakhir;

12) Keputusan Permohonan
Izin Percerasan;

13) Penyampaian Keputusan
Permohonan fzin
Perceraian;

14) Berita Acara Serah
Terima Keputusan
Permohonan lzin
Perceraian;

15) Pengantar Dasi

Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.




KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

4) Bukti pengaduan;

5) Undangan Panggilan
pemeriksaan, permintaan
keterangan, dan
penyampasan
rekomendass;

6) Surat tindak lanjut
pengaduan;

7) Berita Acara
Pemeriksaan;

8) Keputusan Pejobal yang
bersangkutan tentang

. Peraturan Pemerintah

Namor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil,

RO INFORMAS1 PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Perangkat Dasrah ybs
telah cerai;

16) Akta Cerai dari
Pengadilan Agama;

17) Berita Acara Serah
Terima Ke Pusdatin ybs
tekah oeras,

20 | Dokumen Penanganan a. Pasal 17 hurul b Undang- | &, Dapat buka Melindung: data dan Terbuka apabila ada
Pelanggaran Kode Etk dan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi perintah pengadilan
Kode Perilaku, terdiri dasi : 2008 tentang a scycorang; dan peRAwas, [lembaga

1) Laporan Pengaduan; Keterbukaan Informasi b, Dapat menimbutkan pemerintahan secara
2) Informasi pelapor Pu pecpMsip At fiet tertulis,
pengaduan; b. mmgm:::w s pribadi sescorang.
3) Informass terlapor Aparatur Sipil Negara;
pengaduan; dan

b

DASAR HUKUM
RTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN ROBSEIORNL JANGKA WAKTU
INFORMAS! DIBUKA DITUTUP
dan
9 Berita Acara Penyerahan
Hep
21 | Dokumen Pengaduan a. Pasal 17 hurul h Undang- ' a. Dapat buk Melindung: data dan a. Terbuka apabila
Indisipliner Pegawai, terdiri Undang Nomar 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi ada perintah
dari- 2008 tentang seseorang; dan pegawai. pengadilan
1) Pengaduan indisipliner Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan Jlembaga
pegawai; Publik; pcnyni.lhgunm data pemerintahan
2} Surat Panggilan/ Surar | B Undang-Undang Nomor $ pribadi seseorang. secard tertulis; dan
Klarifikasi; Tahun 2014 wentang b. Terbuka apabila
S at Aparater Sipdl Negara;
3) Tindak lanjut pengaduan dan mendapat
indisipliner pegawai; o Peraturan Pemerintah persetujuan
4] Jawaban pengaduan Nomor 17 Tahun 2020 tertulis dari yang
indisipliner pegawai; tentang Perubahan atas bersangkutan.
5] Berita Acara Klarifikasi/ Peraturan Pemerintah
Pemeriksoan Pengaduan Nomor 11 Tahun 2017
Pegawai; tentang Manajemen
6) Laporan Hasil Pegawii Negeri Sipsl,
Klarifikasi/Pemeriksaon
Pegawsi;
7) Informasi Pengadu;
8) Informasi teradu/
pegawai; dan
9) Surat Panggilan/ Surag
Klarifikasi.
22 | Dokumen Pemberhentian a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat bk Mebindung data dan Terbuka apabila
Sementara dan Pengaktifan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informas: pribadi mendapat
Hembali Pegawai, terdiri dari: 2008 tentang seseorang, dan pegawai. P whuan tertulis




DASAR HURLIM
RONSEHUENS]/ FERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
=3 INFORMASL FENGECUALIAN o JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUHA DITUTUF
1} Usulan pemberhention Keterbuknsn Informast b. Dapat mentmbulkon dart vang
| sementom pegawd; Pulblik; penyalehgunaan dats bersangkutan,
2| &K Pemberhentian b Undang-Undang Namor 5 pribad] sescorang,
Hemenlara Pogawai; Tahun 2014 tentang
) 8K Pengakrilan Kemball m«*ﬂ'w Sipil Negara,
Pegawai yung .
diberhentikan sementara; &. Peratursn Pemorintah
4 Usul Ktifan Naomer 17 Tahin 2020
pngas tentang Peribalan atas
kemball peasial yang Peraturan Pemerinitah
diberhenithan sementnra; Nemor &1 Tahun 2017
dan tentang Mangjemen
5} Beritm Acarn Pemyerahomn Pegawai Megeri Sipil.
ieputusan. ==
23 | Data Klaim BRIS Cascrrii. Pagal 17 hiirull b dan 1 o Dapal mombbiikiae Malirdung data dan Terbauka apabala
Urnsdang-Undang Nomar 14 informiasi pribadi informasi pribadi mendapat
Tahun 2008 twatang seseorang; dan prEawini. persetuiunn terulis
Keterbuksan Informasi b. Dmpat menimbulkan dari yang
Putik. penyalihgunaan data
iR ek bersamglutan.
24 | oot Cowse Analysis (Laporan [ a. Pasal 47 aynt (1] dan () | &, Dapat membuka Melindung data dan Terbuakn apabila
Annbsis akar masalabh Undang = Undong Nomaor Indoemenak pribadi informasd pribadi mendapal
insiden Kesckamatan pasicn). 29 Tahun 2004 tentang sescorang: dan pegawal. persetujuan tertulis
Peaktek Kedokternn; . Dapat menimbnikan dari yang
b, Fasal 1T hurul b dan § penyaiahgunann datn bersnngutan,
Undang - Undangan o pribadi scacomang,
14 1ahun J008 twniang
Keterbukaan Informasg

Pullzk; dan

2, Pasal 44 syt (1) Undang |

DASAR HUHUM
NSEKUENSIS PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI FENGECUALIAN by JANGHA WAKTD
THFORMAS] DIBUEA DITOTUP
| = Undang Nomor 34
Tahun 2005 tenting
Rumah Sakit.

25 | Berita Acara Hasdl Klinik Pasal 17 hunaf h Undang- a, Dapat Eulkan Melindungi dato dan Terbuka apabila
Kansultansi Pendampingan Undang Nomor 14 Tahun penynlabhgunann datn | informasi pribadi mendapat
Tugas Perangkat Dacrah. K08 tenteng Keterbukaan infarmasi pribadi pegnwal. perseljuan terlulis

Tnifaemsasi Publik SEREOPANE: dan derl yang
b, Dagat menbmbaelkan bersangkutan,
gugatan darf pemiiik
data pribadi vang
| berganphkuian,

26 | Dnia Lapornn Kasus Pasal 87 burul o, h dan i i Dmpat mengganggu a. Mehndung proses &, Terbukn apabila
Tuntutnn Pembersdabnrnsn Undang-Undong Bomor 14 proses pencgnkan poncpakan ada perintah
dan Tuntutan Gant Pugi. Tohun 2008 tentong hukum; dan hiukum;dan pengadilan/

Keterbukaan Informani b. Dapat imbulkan | b Melindungi data dan lernbaga
Publil penynlohg doim infk i pritradi. pemerintahan
mirmmad pribadt secars tertulis; dan
FERTOTAR. b. Terbuks apakbil
mcndapat
perschujuan
teriulis dari yang
Defmng,!ulwn.

27 | Lokasi Bumah Aman (Rumah | 6. Pasal 17 bursfa dan b @, Menghambat proees o Melindungi proses Sampas dergan
Perlindungan Korban Undang-Undang Namert penyelidikan dan penegakan mdanym putusan stas
Perdagangan Manuaia), 14 Tohun 2008 wentang ponyidikan suntu haskum;dan penyidikan yang

Koterbukaan Infarmasi tindakan pidansg b, Melindungs data dan | dilakeukan
Fublik; dan b, Dapal menEEangE infermns pribadi,

1 Pasal 3 Peraturan proges penegakan
Lembags Perlindungan hukurn: dan




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Saksi ¢an Korban €. Dapat menimbulikan
Republik Indonesia penyalahgunaan data
Nomor 3 Tahun 2011 informasi pribadi
tentang Standar dan SCSCOFANE.
Pengelolaan Rumah Aman
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban

Informasi Industrei dan Perdagangan

28 | Data Industri dan Data Pasal 35 Perda 4 Tahu Dapat merugikan Melindung kawasan Terbuka apabils ada
Kawasan [ndustri, 2018 g Perindustrian, | kepentingan per teritorial dan persaingan | perubahan dasar

tdak schat. hukum atau atau
terbuka apabila
mendapat perintah
tertulis dan
pengadilan/ Jembaga
pemerintahan,

29 ' Data laporan hastl pengusian | Pasal 17 huruf b Undang- a. Dapat bul Melindungi lap hasil | Terbuka apabila
produk Bahan dan Barang. | Undang Nomor 14 Tahun potensi pengujian milik mendapat
Teknik, Proguk Kerajinan 2008 & Keterbuk penyalahg oleh | perusahaan/ pelanggan. | persetujuan dar yang
dan Teksth), dan produk informasi Publik pihak-pihak yang bersangkutan.
Metrologi. tidak berwenang; dan

b. Dapat menimbulkan
persaingan usaha
yang tidak schat.

30 | Data penilaian hasil kurasi Pasal 17 huref b Undang- 8. Dapat imbulk Mengs kan hak atas | Terbuka apabila ada
terkait preduk Usaha Mikro, | Undang Nomor 14 Tahun persaingan usaha kekayaan intelektual dan | perintah pengadilan/
Kecil dun Menengah. 2008 tentang Keterbukaan yang tidak sehat; dan ghindari persaing; iembaga

b, Dapat mengpanggu pemerintahan secara

DASAR HUKUM
PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN et BAGETUNAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informasi Publik. kepentingan usaha tidak schat. tertulis.
perlindungan hak
atas kekaysan
intelekual,
31 | Laporan hasil rapat tahunan | Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menimbulkan Melindung dekumen &, Terbuka apabiia
anggota Koperasl. Undang Nomor 14 Tahun potensi penyalahgunaan | yang bersifat rahasia, ada penintah
2008 tentang Keterbukaan | data oleh pihak-pihak pengadilan/
Informasi Publik. yang tidak berwenang. lembaga
pemerintahan
secara tertulis; dan
b. Terbuka apabila
mendapat
persctujuan dari
poserta
rapat/anggota
koperasi yang
hadir sccara
teriulis,
32 | Laporan Keuangan Koperasi. | Pasal 17 huruf d Undang- a. Dapat imbulkan | Meng kan bak atas | o, Terbuka apabila
Undang Nomor 14 Tahun persaingan usaha kekayaan intelekiual dan ada perintah
2008 tentang Keterbuknan yang tidak schat; dan ghindari persaings pengadilan/
Informasi Publik. b. Dapat mengganggu usaha tidak schat lembaga
Kepenuingan pemerintahan
periindungan hak secara tertnlis; dan
atas kekayann b. Terbuke pada saat
imelektual. Rapat Anggota

Tahunan




DAOAR HURUM KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN / RN FURLIN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
33 | Berita Acara Pemasangan Pasal 17 huruf b Undang- Dapat  mengRAnggy Mebindungl data dan  |a. 5 Tahun; dan
dan Pembuka Garis Undang Nomor 14 Tahun kepentingan informast Kegiataan b, Terbuka apablla
Pengamanan Barang, 2008 tentang Keterbukaan | perlindungan  hak atas | badan usaha. ada perintah
Informasi Publik, kekayaan intelektual dan pengadilan/
memicu persaingan lembaga
usaha tidak sehat. pemerintahan
secara tertulis.
Toformasi K P
34 | Kasus ketenagakerzaan yang | Pasal 17 huruf a Undang- a. Melanggar asas a. Melindungi dats Sampai dengan
massh dalam proses. Undang Nomor 14 Tahun praduga tak bersalah; pribadi pibak yang adanya putusan
2008 tentang Keterbukaan dan berperkara; dan | pengadilan.
Informasi Publik, b, Mengganggu p b. Melindungi alat bukti
hukum. pada kosus hukum.,
35 | Nota Pemeriksaan yang Pasal 17 huru{ b Undang- Dapat mengganggu Mehindung data yang a. Sampai dengan
berhubungan dengan Pasal | Undang Nomor 14 Tahun perlindungan usaha dari | bersifat rabasia bagi dilaksanakannya
64, Pasal 65, dan Pasal 66 2008 1entang Keterbukaan persaingan vang tidak perusahaan, kﬂ&‘ﬂf\ﬂ" yang
Undang-Undang Nomor 13 Informasi Publik. schat. ada di nota
Tahup 2003 tentang tersebul; dan
Ketenagakerjaan. b, Terbuka apabila
ada perintah/ izin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/
pemerintah,
36 | Materi Perselisthan a. Pasal 17 huruf a Undang- | Dapat menmmbulkan Melindungi & Sampal dengs
Hubungan Industrial, Undang Nomor 14 Tahun | potens| penyalahgunaan | informan dan pelapor selesainya kasus
2008 tentang Keterbukaan | informasi oleh pihak- pada pihak-pihak yang
Informasi Publik; dan pihak yang tidak

DASAR HUKUM
KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
No INFORMASI PENGECUALIAN / JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
b, Undang-Undang Nomor 2 | berwenang, sedang bersclisih,
Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
Inf i P dan M dum Internal
37 | Dokumen pelaksanaan a. Pasal 17 huruf b dan & Dapu mcmpenprum Menjaga objektifitas Sumpm Surat
Baperjab, terdint dari: Undang-Undang Nomor yang diambil | pengambitan kep Pelantikan
14 Tahun 2008 oleh pimpinan/ pejab oleh pimpinan/ pejab ditetapk
1} gsuhn dan lampiran Keterbukaan 'nmm tedicain. erkalt.
RPD; 8 Publik;
2) Surat undangan Baperjab; |, Undang-Undang Nomor 5
3} Berita Acara Bapetjab; Tahun 2014 tentang
4] Nota dinas hasil lag Ap Sipil N
Baperjaly; & PP Nomor 17 Tahun 2020
5] Nota dinas per g Perubaban atas
melantk; Peraturan Pemerintah
6) Draft SK Pengangkatan, Nomor 11 Tahun 2017
Pemindahan, tentang Manajemen
mmm dahm pt’w‘, Negesi Sipil; dan
Perat Gubernur
7) Undangan Pclamikan. dan Nermnr 40 Tahun 2017
8) Draft SK Pemberhentian 1entang Badan
pejabat Struktural karena Pertimbangan Jabatan
mengundurkan diri. n n.
38 | Dokumen pelakssnaan 4. Pasal 17 hural b dan | a. Dagat P a. Menjaga objektifitas Terbuka apabila
Scleksi Terbuka, terdinl dart: UM_I;;Q-UMW Nomor informasi p;i:;dl penﬂmb&ln;m mendapat
3 14 Tahun 2008 tentang SCECOrANg: keputusan; raetujuan tertakis
1} Berita Acara Tim Panitia | geterbukaan Informasi  |b. Dapat mengungkap  |b. Melindungi proses :ﬁyaur:s
Seleksi Terbuka beserta Publik; hasil evaluasi/ scleksi peny bersangkutan
lampirannva;




KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2) Nilai hasil seleksi akhir;  |b. Undang-Undang Nomer S terkait dengan kebijakrn. (berdasarkan Pasal 18
3) Nilai hasil assessment; Tahun 2014 entang kapabilitas, Ayat (2) buruf a
4) Nilai hasil Ap Sipil Negara; dan | intelektualitas, dan Undang-Undang
5) Nilas hasil penulisan <. PP Nomor 17 Tahun 2020 rekomendas Nomor 14 Tahun
makalah; tentang Perubaban alas kemampuan 2008 tentang
6) Nilai rekam jejak; Peraturan Pemerintah SescoTang. Keterbukaan
7} Hasil tes keschatan dan Nomer 11 Tahun 2017 Informasi Publik]
Narkoba; tentang Mansjemen 3
8} Surat usulan/ laporan ke Pegawai Negeri Sipil.
KASN oleh Gubernur;
9) Surat rekomendasi KASN
untuk Gubernur;
10) Nota dinas laporan hasil
seleksi;
1) Draft SK Pengangkatan,
Pemindahan,
Pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi
(Madva/Pratama);
12) Surat usulan penctopan
JPT Madya 3 (tiga) besar
dari Gubernur Kepada
Presiden; dan
13) Undangan Pelantikan,
39 | Draft Surat Rekomendas: Izin | Pasal 17 huruf h dan i Dapat pengaruhi Menjaga objektifitas &, Sampai surat
Prinsip Tempat Ibadah. Undang-Undang Nomor 14 | keputusan yang diambil | pengambit o ¥ dasi
Tahun 2008 tentang ‘h pimpinan/ pejab oleh pimp / pejabat tersebut -
Keterbukaan Informasi teriait. terkait. ditandatangani dan
Publik. ditctapkan: dan
b. Terbuka apabila

DASAR HUKUM
KONSEKUENSI/ PERTIMBAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN A fapad JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
mendagat
porsctujsan
teriukis dari
pemohon
rekomencdasi,

40 | Draft Surat Rekomendasi Pasal 17 hurul b dan | Dapat mempengaruhi Menjaga objektifitas a. Sampai surat

hibah. Undang-Undang Nomor 14 | kep yang diambil | pengambilan keputusan rekomendasi
Tahun 2008 tentang oleh pimpinan/ pejabat | oleh pimpinan/ pejabat tersebut
Keterbukaan Informasi terkait. terkail, ditandatangani dan
Publik. ditetapkan; dan
b, Terbuka apabila
mendapat
tertulis dari
pemohon
rekomendasi.

41 | Lembar Disposisi yang Pasal 17 huruf | Undang- Dapat mengganggu Menjaga objektivitas Terbuka apabila ada
menurut sifat suratnya Undang Nomor 14 Tahun proses pengambilan proses pengambilan perintah pengadilan/
rahasia. 2008 tentang Keterbukaan | keputusan terkait keputusan terkait lembaga

Informast Publik, kebijakan publik. kebljakan publik. pemerintahan secara
tertulis,

42 | Naskah dinas yang menurut | Pasad 17 huruf i Undlang- Dapat menggangsy Mensaga objektivitas Terduka apabila ada
sifatnya rahasia. Undang Nomor 14 Tahun ses pengambil p perpambal perintah pengadilan/

2008 tentang Keterbukaan | Keputusan terkait Keputusan terkait lembaga
Informasi Publik, kebijakan publik, Kebijakan publik, pemerintahan secara
tertulis.




PABAR HURUN NSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN e s JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
43 | Berita Acara Pemnbahasan Pasal 17 huruf § Undang- Dapat menggangsy Menjaga objektivitas Terbuka apabika ada
RAPBD. Undang Nomor 14 Tahun P pengambil, P bilan perintah pengadilan/
2008 tentang Keterbukaan | keputusan teskait keputusan terikait fembaga
Informasi Publik. kebijakan publik. kebijakan publik. pemerintahan secara
tertulis,
44 | Data Bufferstock Logisuk. Pasal 17 huaruf s Undang- Dapat imbuth a. Melindungi data dan a. 1 Tahun; dan
Undang Nomer 14 Tahun petiyalahgunaan dats informasi terkait b. Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan ketersedinan ada perintah
Informasi Publik. bulferstock; dan pengadilan/
b, Mengamankan proses lembaga
penvusunan kebljakan pemerintahan
sccara tortulis,
Informasi Pencgakan Hukum
45 | Berkas Berita Acara Pasal 17 burul & Undang- Dapat mengganggu Melindung: proses Sampai dengan
Penyidikan yang dilakukan Undang Nomar 14 Tahun proses pencgak penegakan hul d P aas
aleh PPNS. 2008 tentang Keterbukaan hukum. penvidikan yang
Informasi Publik, dilakukan.
46 | 1st Laporan Dugaan Pasal 17 huruf a Undang- Dapat mengganggu Melindung: proses Sampai dengan
Penerimaan Gratifikasi. Undang Nomor 14 Tahun proses penegakan penegakan hu danya p atas
2008 g Keterbuk hul penyidikan yang
Informasi Publik. dilakukan,
47 |1si Laporan Hasil a. Pasal 17 hurwf a angka | |a. Menghambat proses Melindungi p Sampai dengan
Pengawasan. dan 2 Undang-Undang penyelidikan dan penegakan hukum, penyclidikan hasil
Nomor 1 ;" Tahun 2008 penyidikan swuud pengawasan selesai.
& Keterbub indakan pid i
Informasi Publik; dan b. Dapat mengganggu

DASAR HUKUM
KONSEKUENSI/ PERTIMBAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN 4 oA JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
b, Pasal 14 Ayat (4) proses penegakan
Peraturan Gubcrnur hukum.
Provinsi Dacral Khusus
1bukota Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengaduan
Masyarakat.

48 | 1si Laporan Pengaduan ¢. Pasal 17 hurufaangka t |a. Menghambat proses Mclindungi proses Sampai dengan

Pungutan Liar. dan 2 Undang-Undang penyelidikan dan penegakan hukum, penyelidikan
Nomor 14 Tahun 2008 penyidikan suatu pengaduan sclesal.
tentang Keterbukaan tindakan pidana; dan
Informasi Publik; dan b. Dapat mengganggu

d. Pasal 14 Avat {4) proses penegakan
Peraturan Gubernur hukum.
Provinsi Dacrah Khusyus
Ibukota Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengaduan
Masyarakat,

49 | Dokumen Penjatuhan a. Pasal 17 hurufhdani a. Menghambat pr a. Melindungi p &, Terbuka apabsla
Hukuman Disiplin ASN, Undang-Undang Nomor penyelidikan dan penegakan hukum; mendapat
terdiri dari: 14 Tahun 2008 tentang penyidikan penegakan dan persetujuan

Keterbuk Ink i huk dan b. Melindungi rahasia tertulis dari yang

1) Surat Usulan atau Publik; dan b. Dapat membuka pribadi g bersang dan

Pengantar dari SKPD; b. Undang-Undang Nomor § informasi pribadi b, Terbuka apabila

2) Surat Panggilan: Tahun 2014 tentang sesorang, ada perintah

3) Surat Tugas Pemeriksaan, Aparatur Sipil Negara. pengadilan/

4) Berita Acara Pemeriksaan; lembaga

5) Laporan Hasil pemerintahan

Peme : secara tertulis.,




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

per ke &
6) Surat tindak lanjut

;’eleceﬁm Seksual di

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
6] Nota Dinas Permohonan
Disposisi Penjatuhan
Hukuman Disiplin;
7] Nota Dinas Permohonan
Penandatanganan
Rancangan Keputusan
Gubernur tentang
Penjatuhan Hukuman
Disiplin;
8) Keputusan Gubermnur
tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin;
9) Penyampaian Keputusan
Gubemur Xepada SKPD
terkait; dan
10] Berita Acara Scral Terima,
S0 | Dokumen Pengaduan a. Pasal 17 huruf h dan i & Menghambat p 2. Medindungi proses a. Terbuka apabila
(Pelecehan Scksual), terdins Undang-Undang Nomor penyelidikan dan penegakan huk dap
dasi: 14 Tahun 2008 tentang penyidikan penegakan dan persetujuan
Keterbukaan Informasi hukum; dan b. Metindung rahasia tertulis dari yang
1) Laporan Pengaduan; Publik; b. Dapat membuka pribadi 2 b rgkutan; dan
2) Informasi peiapor b. Undang-Undang Nomor 5 informasi pribadi b. Terbuka apabila
pengaduan; Tahun 2014 tentang sesorang. ada perintah
3) informasi terlapor Aparatur Sipil Negara; dan pengadilan/
pengaduan; ¢. Surat Edaran Gubernur lembaga
4) Bukti pengaduan; DKI Jakarta pemerintahan
5) Undangan Panggilan No.7/SE/202] tentang secara tertulis,
pemerikssan dan/ Pencegnhan dan
L

KONSEXUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

pengaduan; Lingkungan Kerja

7) Berta Acara Pemprov DRI Jakarta.
Pemeriksann/ Berita
Acara Klarifikasi; dan

8] Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Laporan
Hasil Permintaan
Keterangan,

51 | Surat panggilan Aparat Pasal 17 huruf a Undang- a. Menghambat proses | a. Mclindungi proses Sampai dengan
Penegak Hukum dan bukt: Undang Nomor 14 Tahun penyelidikan dan penegakan adanya putusan alas
dukung yang scd:u:‘ .dnhm 2008 tentang ).(eterbuknn penyidikan suatu hukumdan penyidikan yang
proses penega Inf Publik. tindakan pidana; b. Melindungi data dan | dilakukan.

b. Dapat mengganggu informasi pribadi.
proses penegakan
hukum; dan
¢ Dapat mentmbaslkan
penyalahgunaan data
infarmasi pribadi
SCHLOrANg,

52 | Status hukum gedung dan Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menimbulkan Melindung: Keamanan Terbuka apabila ada
bangunan yang masih dalam | Undang Nomor 14 Tahun penyalshgunaan data, Data dan Informasi perintah pengadilan/
proses pengesahan dok 2008 tentang Keterbukaan Status Gedung dan lembaga

Informas: Publix. Bangunan. pemerintahan secara

tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA { DITUTUP
£ si Telek ikasi dan Teknologi Informasi
53 | Konfiguras: jaringan Pasal 17 huruf ¢ Undang- a. Dapat bahayak a. Melindung Terbuka apabila ada
telekomunikasi balatkota dan | Undang Nomor 14 Tahun pertahanan dan pertahanan dan perintah/ izin tertulis
rumah dinas. 2008 Tahun Keterbukaan ;m Negas ;. Nega dari lembag:
Informasi Publik. 0 lan,
L. Dapat mengungkap  |b. Melindungl muh{
rahasia strategs dan kerahasiaan badan
persancian, publik,
54 | Infrastruktur Data Center a. Pasal 17 huruf j Undang- | Dapat imbrulk Melindungi/ Terbuka apabila ada
Undang Nomor 14 Tahun | tindakan kriminal, meng kan perangkat | perintah/ izin terulis
2008 tentang Keterbukaan | perusakan, dan dan data. dari lembaga
Informasi Publik; pencurian data. pengadilan /
b. Pasal 30, Pasal 32 5.d. 37 pemerintah.
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaks:
Elektronik; dan
¢. Pasal 31 Undang-Undang
Nomeor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan aas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informass dan Transaksi
Elekwronik.
55 | Management server dan a. Pasal 17 huruf j Undang- | Dapat imbulk Melindungi/ Terbuka apabila ada
Operating System Undang Nomor 14 toshun | tindakan Kriminal, I Y/ 2k perintah/ jzin tertulis
2008 tentang Keterbukaan | perusakan, dan dan data. dari lembaga
Informasi Publik; pencurian data. pengadilan/

DASAR HURUM
EKUE! PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN ey "/ BADATUBMK JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Undang-Undang Nomor pemerintah.
11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik; dan
c. Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubaban atas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.

56 | Lokass Dara Center dan DRC, | Pasal 25 Undang-Undang Dapat imbuli Melindungi/ a. Sclama data center
Nomor 1! Tahun 2008 tindakan koiminal, 8 kan perang masih digunak
tentang Informasi dan perusakan, dan dan data, N ::rnb o At

g k. 2 uka apa
Transaksi Elektronik pencurian data S06 pertiahy B
tertulis dari
lemdaga
pengadilan/
pemerintah,

S7 | Lokasi Server. Pasal 25 Undang-Undang a. Dapat menggangu 4. Melindungi hak atas o, Sclama server
Nomor 11 Tahun 2008 perlindungan hak atas kekayaan intelektual; masth digunakan;
wentang Informasi dan kekayaan intelektual; dan dan
Transaksl Elektronik. dan b. Melindungi/mengama |b. Terbuka apabila

b. Dapat menimbulkan nkan t serta ada perintah/ ixin
tindakan kriminal data. tertulis dari
(perusakan dan lembaga
pencurian data). pengadilan/

pemerintah.




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMAST DIBUKA DITUTUP
58 | Internat Protocol / IP Address |a. Pasal 17 huruf j Undang: | Dapat menimbulkan Menpaga/melindungs hak | Terbuka apabila ada
Private. Undang Nomor 14 Tahun | percobaan penerobosan/ | akses. perintah/ izin tertulis

2008 tentang Keterbukann | penyalahgunaan hak dri Jembaga
Informasi Publik; dan akses, pergadilan/

b, Pasal 30 Undang-Undang pemerintah.
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elcktronik,

59 | Bandwidth Management. a. Pasal 17 hurui ¢ Undang: | Dapat menimbulh Mengatur kestabit Terbuka apabila ada

Undang Nomor 14 Tahun | terjadinya penggunaan bandwidth | perintah/ izin tertulis
2008 tentang Keterbukaan | penvalshgunaan dari lembaga

" mﬂu:ubhﬁz dan Kapasitas bandiidth di pengadilan/
Noor 11T ahda‘m‘c mU"d’lll luar ketentuan, pemerintah,
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,

60 | Topologi Janngan Komputer | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat imnbalk Melindungi/ Terbuks apatala ada

(LAN, WAN). Undang Nomeor 14 Tahun tindakan Kriminal, mengamankan perangkat | perintah/ izin tertukis
2008 1g Keterbazh perusak dan dan data. dari lembaga
Informasi Publik. pencurian data. pengadilan/
pemerintah,

6! | Kode Akses Elcktronik Pasal 1 angka 16 Undang- Dapat imbulk Menjaga k Kode | Terbuka apabila ada
{Password Aplikasi E-Gov Undang Nomer 19 Tahun terjadinya Akses Elektronik. perintah/ izin tertulis
Pemprov DKI Jakarta), 2016 g Perubah penvalah oleh dari lembaga

atas Undang Undang Nomor | pihak lain. pengadilan/
11 Tahun 2008 tentang pemerintah,
Informasi dan Transaksi

Edektronik,

DASAR HUKUM
NSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI
NO INFORMASI PENGECUALIAN o 4 b JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
62 | Sistemn Managernent Dalabase [a. Pasal 17 huraf ¢ dan Dapat menimbuikan Menjaga kemanan Terbuka apatila ada
(Database Web Server), huruf j Undang-Undang terjadinya database, perintah/ izin tertulis
Nomor 14 tahun 2008 penyalahgunaan oleh dari lembagn
tentang Keterbukaan pihak lain. pengadilan/
Informasi Publik; dan pemerintah,
b. Pasal | angka 16 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
i Elektronik
63 | Lokasi CCTV pada area Ring | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat membahayakan Melindung: per . Sel cCcTV
1 dan otyek vital lainnya, Undang Nomor 14 Tahun pertahanan dan dan keamanan negara. masih digunakan/
2008 tentang keamanan negara. berlaku; dan
Keterbukaan Informasi b. Terbuka apabila
Publik. ada penintah/ izin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/
pemerintah.
64 | Frekuenst Radie Tunking. Pasal 17 hunf ¢ Undang- Dapat imbulk Meminimabisir gangguan |a. Sclama frekuensi
Undang Nomor 14 Tahun gangguan dan alur frekuensi radio dan alur rdio masih
2008 tentang Keterbuksan | komunikasi terputus. komunikasi, digunakan/
Informasi Publik. berlaky; dan
b. Terbuka apabila
ada perintah/ izin
tertulis dari
jembaga
pengadilan/




NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA ] PITUTUP
1 pemerintah,
Informasi Lingkungan Hidup
65 | Data hasil anahisa a, Pasal 17 hurufl b Undang- | Dapat mengungkapkan | Menjamin tidak Terbuka apabila
lab fum atas Sampel Air Undang Nomor 14 Tahun | rahasia konsumen. terjadinya praktek dar
dan Udara Konsumen 2008 tentang Keterbukaan persaingan usaha tidak | persetujuan tertulis
(Pribadi/ Perusahaan) Informasi Publik: dan schat. dari konsumen yang
Lak jum Lingk b Bertiicat Lakoeatostous bersangkutan
o Linglodngan Hidup. Daecah (berdasarkan Pasal 18
Provinsi DKI Jakarta No.
Ayat (2} hurufa
LP.126-1DN yang U _Undan
ditetapkan tanggal 2 ndang: 14
September 2019 dan Nomor 14 Tahun
berinku hingga 1 ZOOBK“ tentang
September 2024 erbukaan
Informasi Publik),

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

JANGKA WAKTU

| DITUTUP

Informasi Aset

Status Hukum Tanah yang
terdin atas: Nama Pemilik,
Dasar Hukum Kepemilikan,
Lokasi, dan Luas Tanah,

a. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008

Metindung K

Dapat T

Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Pasal 34 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997

¢. Pasal 191 ayat (1) dan {2)
Peraturan Menteri
Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomior 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24
Takun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah,

yalahgunaan data.

P

Data dan Informasi
Status Tanah.

Terbuka apabila ada

Informasi Peta Objek Sarana

67

Peta Utilitas Prasarana dan
Sarana Kota,

Pasal 17 huruf b Undang-
Undang Namor 14 Tahun
2008 tentang Keterbuksan
Informasi Publik.

&, Dapat mengungkap

Meclindungi data dan

T per
b. Dapat menimbulkan
persaingan bisnis
tidak sehat; dan

per

a, 5 tahun; dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/

lembaga




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
<. Dapat menimbulkan pemerintahan
gugatan dari pernilik secara tertulis.
data yang
bersangkutan.
68 | Peta hasil ukur dengan objek | Pasal 17 hurufl ¢ angka 4, Dapat mengungkap Mehlindung: kerahasiaan |a. S tahun; dan
“Vital Negara®™, Undang-Undang Nomor 14 | instalasi objek vital objek vital negarn. b. Yerbuka apabila
Tahun 2008 wntang negara. ada perintah
Keterbukaan Informasi pengadilan/
Publik. lembags
pemerintahan
secara tertulis.
69 | Peta hasil ukur uniuk a, Pasal 17 hurul b Dapat merugikan Melindungi adanya a. 5 tahun; dan
keperiuan rencana awal Undang-Undang Nomor ketah ! i penyalahgunaan data b. Terbuka apabila
penjunlan/pembelian 14 Tahun 2008 tentang | nasional, pengadaan tanah, ada perintah
tanah/properti oleh Keterbukaan Informasi pengadilan/
Pemerintal, Publik; dan lembaga
b, Pasal 17 hurufl ¢ angka 4 pemerintahan
Undang-Undang Nomor secars wanlis,
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan informasi
Publik
1 i Intelijen dan Operasi
70 | Dokumen atau informasi Pasal 17 hurul a Undang- Mengungkapkan Melindung strategi, a. 30 Tahun; dan
pemantauan situasé wilayah | Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang |b, Terbuks apabila
yang terdiri dari: 2008 g Keterbul - 2 dijalankan ada perintah
1) Susunan/Nama Anggota Informasi Publik Intelijen dan operasi pengadilan/
“‘l‘i yang dljnlnnknn Icmhnp

DASAR HUKUM
NoO INFORMASI PENGECUALIAN FORAERRRNIN IDESDEDANOSY. RA TURLI JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2} Surat Tugas/Mandat dan pemerintahan
Instansi Pengirim; secara tertulis.
3} Laporan/Surat
Situasi Wilayah; dan
4) Naskah/Dokumentusi
Rapat
71 | Dokumen/Informasi Pasal 17 hurul a Undang- Mengungikaplkan Mchndungi strateg, 0. 30 Tahun; dan
Penanganan Konflik Sosial, Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yung |b. Terbuka apabila
terdiri dari: 2008 tentang Keterbukaan | tentang strategi, dijalankan ada perintah
1) Susunan/Nama Anggota Informasi Publik lntehaeg dan operasi pengadilan/
Timn; yang dijalankan lembaga
2) Surat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Instansi Pengirim; secara tertulis,
3} Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Penanganan Kenflix
Sosial; dan
4} Naskah/Dokumentasi
Rapat
72 | Dokumen/Informasi Pasal 17 hurul a Undang- Mengungkapk Melindungi B, a. 30 Tahun; dan
Pemantauan Orang Asing, Undamng Nosnor 14 Tahun dokumen yang memuast | intelijen dan operasi yang 'b. Terbuka apabila
Organisasi Masyarakat Asing | 2008 tentang Keterbuksan tentang strategi, dijalankan ada perintan
dan Tenaga Kerja Asing, Informasi Publik Intclijen dan operasi pengadilan/
terdiri dari: yang dijalankan lembaga
1) Susunan/Nama Anggota pemerintahan
im; secara terculis,

3




DASAR HUKUM NSEXUENS!/ PERTIMBAN B
KO INFORMASI PENGECUALIAN o el e JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2) Surat Tugas/Mandat dari
Instansi Pengirim;
3). Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Pemantauan Orang Asing,
Ormas Asing dan Tenaga
Kerja Asing; dan
4) Naskah/Dokumentasi
Rapat
73 | Dokumen/Informasi Cipta Pasal 17 huruf a Undang- Mengungkapkan Melindungi strategi, a. 30 Tahun; dan
Kondisi, terdiri dari: Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang |b. Terbuka apabila
1) Susunan/Nama Anggota | 2008 g Keterbuk ng gt dijalankan ada perintah
Tim; Informasi Pubtlik lnu:hje_n dan operass pengadilan/
2) Surat Tugss/Mandat darl yang dijalankan lembaga
Instansi Pengirim; pemerintahan
3) Laporan/Surat secara tertulis,
Pelaksanaan Tugas Cipta
Kondiss; dan
4) Naskah/Dokumentasi
Rapat
Informasi Teknis Bangunan Gedung
74 | inf | Kondiss Bang Pasal 17 hurul | Undang- <. Dapat mengungkap | Melindungi kerah a. 5 tahun; dan
Gedung Pemerintah Daerah. | Undang Nomor 14 Tahun kondisi dan P pelak . Terbuka apabila
2008 g Keterbub e :kru data | perawatan/ - ada perintah
\ ol ar haraan ole! d
Informasi Publik g et pai :‘n":um bang ?et\?n Han /
yang dapat gedung negara pemcrintahan
MENSEANKRY Proses

DASAR HUKUM
NO INFORMAS! PENGECUALIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGRA WAKTO
INFORMAST DIBUKA DITUTUP
penggunaan gedung secara tertulis,
dan pelaksanasn
perawatan/pemetihar
aan gedung; dan
d. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi objek
bangunan gedung
DCgAra
75 | Dokumen Persenguan Pasal 17 huruf h dan 1 a. Dapat gungkap Mclindungi data dan a. 5tahun;
Rencana Teknis Bongkar / Undang-Undang Nomor 14 rahasia pribadi / informasi pribadi atau b, Terbuka apabila
Demolisi bangunan. Tahun 2008 tentang perusahaan perusal ada perintah
Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan pengadilan/
Publik. penyalshgunaan data lembaga
informasi P"::nd’ ! pemerintaban
a bn’"““h“'." secara tertulis; dan
. Dapat menimbulkan ¢
gugatan dari pemilik ¢. Terbuka apabila
dats yang mfmﬁngal
bersangkutan. persclyjuan
tertulis dard yang
bersangkutan.
76 | Dokumen don kajian teknis | Pasal 17 huruf h dan § a. Dapat gungkap Melindungi data dan a. 5tahun;
Hasil Survei Bangunan. Undang-Undang Nomor 14 hasia pribadi / inf i pribadi atau b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tentang 0 <o haan; perusah ada perintah
Keterbukaan Informast - Dapat menimbulkan ngadilan
Publik. penyalahgunaan data l:w /
informasi pribadi / pemerintahan
B o A secara tertulis: dan
: ¢._Terbuka apabila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
gugatan dari pemalik mendapat
data yang persetujuan
bersangkutan. terrulis dan yang
77 | Data Teknis Bangunan Pasal 17 huraf b Undang. a. Mengungkap kondisi | a, Meng; kan hak a. 5 tahun;
Gedung vang terdiri dan Undang Nomor 14 Tahun sarana dan atas kekayaan b. Terbuka apabila
Teknis arsitektural, struktur - | 2008 tentang Keterbukaun prasarana, scria data intelektual dan ada perintah
dan mekanikal elekirikal, Informasi Peblik, detail bangunan menghindari pengadilan/
gedung yang dapat n usaha lembaga
menimbalkan tidak schat; dan pemerintahan
penyalshgunaan b, Melindungl data dan edcara tevtitlis: dan
informasi detail teknis informasi privdadi .
. ¢. Terbuke apabila
Langunan gedung; oda
b. Dapat berpontesi menaapat
menimbulkan perseryjusn
gugatan dari pemilik tertulis dasi yang
bangunan gedung: bersangkutan,
dan
<. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekaysan
intelektual
78 | Dokumen Hasil Kajian Pasal 17 hurul bdan i & Mengungkap kondisé | a, Mengamankan hak a. 5tahun;
Pertetaan. Undang-Undang Nomor 14 sarana dan a1as Kekayaan b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tentang prasarana, scria data | intelektual dan ada perintah
Keterbulaan Informasi detail bangunan menghindari pengadilan/
Publik. gedung yang dapat persaingan usaha lembaga
menimbulkan tidak schat; dan pemerintahan
penyalahgunaan b, Melindung: data dan

DASAR HUKUM
KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
RO INFORMASI PENGECUALIAN / JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
informass detas) teknis informasi pribadi secara tertulis; dan
bangunan gedung: ¢. Terbuka apabila
b Dapg( Lerpontesi mendapat
menimbulkan porsetujuan
gugatan dari pemilik tertulis dari yang
mwm pedung; bersangikutan.
c. Dapat mengganggu
ingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual
Informasi Keuangan
79 | Dokumen SRJ Keuangan c. Pasal 17 huruf b Undang- | a. Dapat menimbulkan | 4. Mengamankan hak &, Terbuka sampai
yang belum di audit. Undang Nomor 14 Tahun potens atas kekayaan Audit Keuangan
2008 tentang penyalahgunaan olch intelekuual dan Selesai; dan
Keterbukaan Informasi pihak.pihak yang enghindari b, Terbuka apabils
Publik; tidak berwenang; persaingan usabia ada perintah
. Pasal 17 hurufhangka 3 | Dapat menimbulkan tidak sehat; dan pengadilan/
Undang-Undang Nomor persaingan usaha b. Melindungi data dan Jembaga
14 Tahun 2008 tentang sdok sehat: informasi pribad: intal
Keterbukaan Informasi yang SenaL | by
Publik; <« Dapat menimbulkan secara tertulls,
. Pasal 17 huruf § Undang penyalahgunaan data
Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi

2008 tentang
Keterbukaan informasi
Publik.

d.

sescorang; dan
Dapat mengganggu
kepentingan
pertindungan hak




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
atas kekayaan
80 | Surat Pengesahan Pasal 17 hurufi Undang- Dapat imbaulk . Menghindar a. 10 tahun; dan
Pendapatan Belanja dan Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data. penyalahgunaan b. Terbuka apabila
Pembisyaan (SP2BP) Badan | 2008 tentang Keterbukaan informasi; ada perintah
Layanan Umum Dacrah Informasi Publik. . Menghindari pengadilan/
(BLUD). sdires lembaga
pendistribusian data pemerintahan
dan informasi; dan accurs certulle
. Menjaga keakuratan
data dan informasi
81 | Surat Perintah Pencairan Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menimbulkan . Menghindari 2. 10 tahun; dan
Dana (SP2D). Undang Nomor 14 Tahun penvalahgunaan data. penyalahgunaan b. Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukoan informasi; ada perintah
Informasi Publik, . Menghindari pengadilan /
kekeliruan dalam lembaga
pendistribusian data pemeriniahan
dan informasi; dan soctrs teetulis
data dan informasi
82 | Surat Penyedizan Dana Pasal 17 huraf s Undang- Dapaz menimbulkan . Menghindarn a. 10 tahun; dan
Undang Nomor 14 Tahun pen data. penyalahgunann b. Terbuka apabila
2008 entang Keterbukaan informasi; ada perintah
Informasi Publik, b, Menghindart pengadilan/
kekehruan dalam lembagn
pendistribusian data pemerintahan
dan informasi; dan RO

¢ Menjaga keakuratan
data dan informasi

DASAR HUKUM
ONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAG
NO INFORMASI PENGECUALIAN . / AU JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
83 | Laporan Keuangan &, Pasal 17 huruf b Undlang- | a. Dapat imbulkan |[a. Meng: wan hak &. Terbuka apabila
Pemerintahy Provinsi DKI Undang Nomor 14 Tahun potenst atas kekayaan hasil audit sudah
Jakarta yang belum diaudic 2008 tentang _ penyalahg oleh Intelekrual dan i tetapkan melalui
oleh BPK. Keterbakaan Informasi pihak-pihak yang menghindars Peraturan Dacrah;
Publik; tidak berwenang; persaingan usaha dan
b, Pasal 17 huruf h angke 3 tidak achat; dan Ny
b, Dapat menimbulkan > . b. Terbuka apabila
Undang-Undang Nomor : % b, Melindung: data dan ada pevintah
14 Tahun 2008 tentang B ""M"_ informasi pribadi L
Keterbukaan Informasi yang bdak schaf, pengadilan/
Publik: ¢, Dapat menimbulkan lembaga
¢, Pasal 17 hurufi Undang- penyalahgunaan data pemerintahan
Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi secara tertulis,
2008 tentang seseorang; dan
Keterbukaan informasi 4. Dapat mengganggu
Publik kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelekiual
#4 | Rincian Perjanjian Pinjaman | Pasal 17 huruf i Undang- a. Mengamankan Melindung: pelaksanaan 4. Terbuka sampai
Daerah kepada Pemerintah Undang Nomor 14 Tahun kerahasiaan dan Kebijakan keuangan masa perjanjian
Pusat atay lemboega 2008 tentang Keterbukaan keamanan informasi | daerah. pinjaman selesai;
Kewangan lain. Informasi Publik. yang mungkin terkait dan
dengarn proyek atau . Terbuka apabila
qoehigiian peseaital) ada perintah
dacrah; F pengadilan/
b. Dapat mempengaruhi Jem:
negosiasi dan stroteg baga
pemerintah dulam pemerintahaa
kesepakatan pinjaman secar tertulis.
mendatang; dan




KONSERUVENS]/ FERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

RO IRFORMAS] PENGECUALIAN JANGHEA WAKTU
INFORMASI DBIBUKA | DITUTUP
¢, Dapat mempengaruhi |
kesubsesan, keberhaall
an kebljakan karena
pengungkapan torlali
dini

Informasi Proses Perlzinan

BS | Dokumen perayaraian Pasal 17 huruf b, hural g, a. Dapat menghambat n. Meninga objekiviths | Terbuka apabila:
administrasi dan t=knis dan huruf h UndangUndang | proses penerbitan izin; | hasil penelitian dan A Bl i
perizinan, nonperisinan, Nemor 14 Tahun 2008 b. Dopat menimbulican penilniap perizinan; % 8 ‘:‘h’fn il

lentang Ketoebakaan penvalahpunaan data dan P":'nm
Infarmeast Publik, infarmas pribadl; dan |l Melindungl daca dan " 5 ; f
. Dapat menimbulian informast pribadi, < Wi penmintoan
gagmian dari permilik periniak darf
aparnt percgak
Sate yarg b clan
N e, ada perintah) lzin
teriualia darl
lemmbaga
petgndiban
pemerintah,

Bf | Dokumen Persyaratan pada | Pasal 17 hurof b Undang- | 0. Dapat menghombat a. Menjagn objektivitas | 5 tahun; dam
Dakumen Arsip Perizinan Undang Mamor 14 Tahun | proses penerbitan hasil penelitinn dan b. Terbuka apabila
Ruang dan bangunan vang | 2008 tentang Keterbukaan ki penilaian perizinan; sl izin dari
el | Informasi Publik. b, Dapat mendimbuthem dan pemaohon
1} lzin Mendirknn Bangunnn penynlahgunnan dods | b Melindungi doia dan perizinnmn;

(MG indormasi pribesdi; dan informasi pribadi. €, Terbuka opabili
2] Sertifikat Laik Fungsi ¢ Dapat menimbulkan win permintaan,
(SLFN mugatan dari pemilik perintah dari
3 Kelayakan Menggunakan dntn yang aparat penegak

DASAR HUKUM
FERTIMBARGAN
Ho INFORMASI FENGECUALIAN i i EOL E o JANGHA WAKTH
INFORMASI DIBUKA MMTUTUPF
Banpunan (KME]; beraangkuian, Bukuiem; dan
4] lzin Penggunian d. Terbuka apabila
Banpinan (PE) [ ada perintah
5] Keterangan Selesal rengadilan
Membangun [(K&M|; lembnga
6] lzin Pendabuluan {IP; pemerintahan
71 lzin Pondasi, lEn Pelaky secarm tertuliag
Teknis Bangunan (IFTE)
8] len Perpanjangan
Penggunann Banguinan
(IFPB).

BY | Dokumen Persyaratan pada | Pakal 17 humal b Undang- &, Dopat menghambat | 6. Menjaga objektivitas  |a. 5 mhun; dan
Drokumsers Permalionan Undang Memar 14 Tahun proses penerhitnn hasil penclitian dan b. Terbuka apabila
LegnbisirfSalinan Perizinan. | 2008 wnting Keterbukann izin; penilaian perizinan; ada jzin dari

nformati Publik, b Dagat menimballan dan pemnhion
penvatahpunann datn | b Melindungi docn dan perizinar;

C.

infarmasi pribadi; don
Dapat menimbulkan
gupatan dari pemilik
dats vang
bersangioaian,

informnsi pribadi.

. Terbuka apabila
ada permintannf
perintah darl
aparat penegak
hukum; dan

d, Terbasha apabila
@dn perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan

secarn teriull




DASAR HUKUM NSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN = zod JANGKA WAKTU
____m’m DIBUKA ] DITUTUP

Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses

B8 | Draft Naskah Rancangan a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Dapat menyebabkan €. Menghindari Terbuka apabila
Regulasi/Kebijakan Publik Undang-Undang Nomor | pendistribusian data dan penyalahgunaan sudah memasuki
vang belum disahkan, 14 Tahun 2008 tentang | informasi yang tidak nformass; tahap Konsultasi

Keterbukann Informasi | valid atau tidak tepat d. Menghindari Publik
Publik; RefoRLD dalaa

. Pasal 17 huruf i dan j ::".";o"“““"._‘d:‘“
Undang-Undang Nomor 5 Mm.‘“ mﬁnm
14 Tahun 2008 tentang & dnujm inforeay
Keterbukaan Informasi
Publik;

89 | Draft Surat Perjanjian Kerja | Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menyebabkan a. Menghindari Tesbuka apabila
Sama yang masih dalam Undang Nomor 14 Tahun pendistribusian data dan penyalahgunaan Surat Perjanjian Kerja
proses, 2008 tentang Keterbukaan informasi yang tdak informasi; Sama selesai

Informasi Publik. valid atau tidak tepat. b. Menghindari ditandatangani olch
kekeliruan dalam kedua belah pihak
pendistribusion data
dan informasi; dan

<. Menjaga keakuratan
data dan informasi

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

90 | Dokumen Penawaran Teknis, | Pasal 17 huruf b Undang- &, Dapat imbutkan | a, Mceng: kan hak a, 5tahun; dan

Undang Nomor 14 Tahun potensi alas kekayaan b, Terbuka apabila

2008 g Keterbu penyalahg oleh intelektual dan ada perintah

Informasi Publik. pihak-pikak yang menghindari pengadilan/

b, Dapat menimbulkan b, Melindungi data dan pemerintahan

DASAR HUKUM
PERTIMBANGAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN ROBAE— P JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
persaingan usaha informasi pribadi secara tertulis.
yvang tidak schat;
¢, Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
seseorang; dan
& Dapat mengianggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayann
intelekiual
91 | Gambar/Desain pada Pasal 17 huruf b Undang- a. Dapat imbulk Meng: kan hak atas | a. 5 tahun; dan
Lampiran Kontrak, Undang Nomor 14 Takun potensi kekayaan intelektual dan | b, Terbuka apabils
2008 g Keterbuk penyalah oleh ghindari persai ada perintah
Informasi Publik. pihak-pihak yang usaha tidak schat. pengadilan/
tidak berwenang: lembaga
b, Dapar menimbulkan pemerintahan
persaingan usaha secara tertulis.
yang tidak schat; dan
<. Dapat mengganggu
Kepentingan
perlindungan hak
atas kekayann
92 | Dok Legalitas Penyedia, | Pasal 17 huruf b Undang- a, Dapat imbulkan | Meng kan hak atas  |a. 5 tahun; dan
terdiri dari: Undang Nomor 14 Tahun potensi kekaysan intelekiual dan | b, Terbuka apabila
1} Akta Perusahaan; dan 2008 g Keterbul p lahg oleh ghinduri persainga ada perintah
pihak-pihak yang usaha tidak schat. pengaditan/




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMAS! DIBUKA DITUTUP
2} lzin Perusahaan Informass Publik. tidak berwenang; lembaga
b. Dapat menimbulkan pemerintahan
persaingan usaha secara tertulis.
vang tidak schat; dan
¢. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual.
Informasi yang belum Pasal 6 Ayat (3) hurul ¢ Dapat menyebabl a, Menghindari Tulak terbatas
dikuasai atau Undang-Undang Nomor 14 pendistribusian data dan penyalahgunaan
didokumentasikan, Tahun 2008 tentang informasi yang tidak informasi;
Keterbukaan Informasi valid atau 1dak tepat, b. Menghindari
Publik. kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informasi; dan
¢. Menjaga keakuratan
data dan inf
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